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MOTTO

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan,”

(Al-Insyirah: 5)
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan penanggung 

(borg) pada perjanjian penanggungan dan tanggung gugat borg pada perjanjian 

penanggungan disertai analisis kasus dari Putusan No. 135/PK/Pdt/2018. 

Penggunaan lembaga jaminan perorangan berupa penanggungan utang di Indonesia 

pada praktiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis atau 

ekonomi. Misalnya, direktur perusahaan yang mewakili PT sebagai penjamin dalam 

utang induk perusahaannya atau direktur perusahaan hendak yang menjadi 

penanggung utang perusahaan secara pribadi. Oleh karena itu, perjanjian 

penanggungan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

perjanjian yang dibuat karena menyangkut harta pribadi penanggung apabila 

dilakukan dalam personal guarantee dan aset perseroan apabila dilakukan dalam 

corporate guarantee. Penanggung wajib memahami kedudukannya sebagai 

“cadangan” dalam perjanjian penanggungan. Dalam hal penanggung telah 

melepaskan hak istimewanya, maka ia harus menggantikan kedudukan debitor 

untuk membayar utangnya kepada kreditor. Penanggung yang tidak bersedia 

membayarkan utang debitor kepada kreditor padahal telah melepaskan hak 

istimewanya, dapat digugat atas dasar wanprestasi. Kasus nyata wanprestasi yang 

dilakukan oleh penanggung terdapat dalam Putusan No. 135/PK/Pdt/2018 yang 

dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini 

dilakukan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).

Kata Kunci: Perjanjian Penanggungan (Borgtocht), Personal Guarantee, 
Corporate Guarantee, Tanggung Gugat, Wanprestasi.
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ABSTRACT 

This research sought to analyze guarantor position (borg) in a Borgtocht agreement 

and the borg liability in such agreement, along with a case analysis of Decision No. 

135/PK/Pdt/2018. In practice, the use of personal guarantee institutions in the form 

of debt guarantees in Indonesia is carried out by parties who have business or 

economic relations. An example of this case is a company director who represents 

the company as a guarantor of the company debts or a company director who wants 

to be the guarantor of the company debts personally. Therefore, the Borgtocht 

agreement needs to be carried out in accordance with the applicable provisions in 

which the agreement is made, as it involves the guarantor personal property if it is 

carried out in a personal guarantee or it involves the company assets if it is carried 

out in a corporate guarantee. The guarantor has to understand his position as 

"backup" in the agreement. In the event that the guarantor has relinquished his 

privileges, he must replace the position of the debtor to pay outstanding debts to the 

creditor. A guarantor who is not willing to pay the debts to the creditor, even though 

he has relinquished his privileges, can be sued on the basis of default. Real cases of 

default by the guarantor are explained in Decision No. 135/PK/Pdt/2018 and 

analyzed based on the applicable laws and regulations. This research was conducted 

by implementing three approaches; the statutory approach, the case approach, and 

the conceptual approach.

Keywords: Guarantee Agreement (Borgtocht), Personal Guarantee, 
Corporate Guarantee, Liability, Default
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